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ABSTRAK 
Implementasi perjanjian kerja adalah suatu penerapan hal-hal yang ada dalam 
perjanjian, yang disepakati oleh para pihak dalam isi surat perjanjian kerja. 
Perjanjian kerja dibuat tertulis sebagai media perikatan dan alat bukti untuk para 
pihak yang berkepentingan. Sehingga setelah terjadi kesepakatan dalam 
perjanjian kerja antara para pihak tersebut maka timbulah hubungan hukum yang 
berisi hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian kerja tersebut yang 
harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kerja 
dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 
angka 14 yang menyatakan bahwa “perjanjian kerja adalah perjanjian antara 
pekerja / buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak, kewajiban para pihak”. Dalam penerapan perjanjian kerja antara 
karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa dari hasil penelitian terdiri dari: 
implementasi perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, peraturan-
peraturan yang berlaku diperusahaan dan pertangung-jawaban apabila salah 
satu pihak melakukan wansprestasi dan pelanggaran hukum Perjanjian Kerja 
tersebut telah dianalisis berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. 
 
Kata kunci:, Perjanjian Kerja, Karyawan  
ABSTRACT 
Implementation of agreements is an application of the things that exist in the 
agreement, which was agreed by the parties in the letter employment agreement, 
written employment agreement is as media engagement and evidence for the 
parties concerned. So that after the agreement of the employment agreement 
between the parties then arise legal relationship which contains the rights and 
obligations of the parties to the employment agreement which must be met by the 
parties to the agreement. Employment agreement in Law No. 13 of 2003 on 
Labor, Article 1 paragraph 14 which states that The working agreement is an 
agreement between the workers / laborers and employers or employers that 
contains the terms of employment, rights, obligations of the parties. In the 
application of the employment agreement between the employee with PT. 
Kusumahadi Santosa from the findings that the implementation of agreements, 
rights and obligations of the parties, the rules that apply in the company and a 
defense if one of the parties wansprestai and violations of law Employment 
Agreement has been analyzed based on law No. 13 of 2003 on Manpower. 
 





Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak. 
Untuk mewujudkan perkembangannya menjadi negara yang lebih maju yang 
sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu sejahtera, adil, dan makmur, 
pemerintah terus berupaya berinovasi mengembangkan SDM, khususnya 
dalam hal lapangan pekerjaan. 
Menurut Iman Soepomo istilah tenaga kerja adalah sangat luas yaitu 
meliputi semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik 
yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau swa-pekerjaan- 
maupun yang belum/tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan, pengusaha 
adalah secara umum menunjukan tiap orang yang melakukan usaha 




PT. Kusumahadi Santosa adalah suatu unit usaha yang mempunyai 
kegiatan dalam industri tekstil (weaving, Finishing, dyeing dan printing) yang 
berlokasi di daerah kabupaten Karanganyar Surakarta, didirikan dengan akta 
notaries: Maria Theresia Budi Santosa, SHNo. :39 tanggal  14 mei 1980. Akta 




Perjanjian kerja terjadi karena adanya kesepakatan antara karyawan 
dan PT. Kusumahadi Santosa sehingga kedua belah pihak sepakat untuk 
mengikatkan diri  untuk menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing para 
pihak. Dimana satu pihak membutuhkan jasa orang lain untuk melakukan 
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pekerjaan, sedangkan dipihak lain ada orang yang menyediakan dirinya untuk 
melakukan pekerjaan dengan mendapatkan upah. Sebagai kontra prestasi yang 
diberikan oleh tenagakerja melalui prestasinya berkerja tersebut, maka pihak 
perusahaan berkewajiban memberikan imbalan  berupa upah sesuai dengan 
pekerjaan dan memberikan jaminan sosial tentang kesejahteraan, ketenangan 
dan keselamatan tenaga kerja itu.
3
 Dari perjanjian kerja yang dilakukan 
tersebut maka timbulah hubungan timbal balik antara karyawan dan 
perusahaan. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian in adalah: (1)Bagaimana 
Implementasi perjanjian kerja Karyawan di PT. Kusumahadi Santosa di 
Karanganyar? (2)Apa saja hak-hak dan kewajiban masing-masing para pihak 
dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh Karyawan dengan PT. 
Kusumahadi Santosa di Karangayar? (3)Bagaimana peraturan yang berlaku di 
PT. Kusumahadi Santosa yang harus dilaksanakan oleh karyawan? (4) 
Bagaimana Bagaimana pertanggungjawaban hukum sesuai dengan perjanjian 
kerja apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah 
satu pihak? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendiskripsikan Implementasi 
perjanjian kerja Karyawan di PT. Kusumahadi Santosa di Karanganyar. (2) 
Untuk mendiskripsikan hak-hak dan kewajiban masing-masing para pihak 
dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh Karyawan dengan PT. 
Kusumahadi Santosa. (3) Untuk mendiskripsikan peraturan yang berlaku di 
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PT. Kusumahadi Santosa yang harus dilaksanakan oleh karyawan. (4) untuk 
mendeskripsikan pertanggungjawaban hukum sesuai dengan perjanjian kerja 
apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu 
pihak. 
Manfaat penelitian ini adalah: (1) Manfaat bagi Penulis. Hasil dari 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis, khususnya 
mengenai implemenntasi perjanjian kerja antara karyawan dengan PT. 
Kusumahadi Santosa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. (2) Manfaat bagi ilmu pengetahuan, hasil dari penelitian 
ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu 
pengetahuan di bidang ilmu hukum, mengenai implemenntasi perjanjian kerja. 
(3) Manfaat bagi Masyarakat. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi masyarakat dalam menambah wawasan mengenai bidang 
ketenagakerjaan, khususnya implementasi perjanjian kerja berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
Metode penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 
menganalisisnya.
4
 Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah 
metode normatif, Penelitian normatif adalah sebagai usaha mendekatkan 
masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif.
5
 Dengan demikian dalam 
penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 
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perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau 
hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Implementasi perjanjian kerja antara Karyawan dengan PT. Kusumahadi 
Santosa di Karanganyar 
Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerja antara karyawan dengan 
PT. Kusumahadi Santosa di Karanganyar merupakan suatu perjanjian kerja 
untuk bekerja di perusahan PT. Kusumahadi Santosa. Perjanjian kerja ini 
dilaksanakan untuk menciptakan dan menjelaskan hak dan kewajiban, baik 
untuk pengusaha maupun karyawan tetap dengan tujuan agar dapat 
diwujudkan hubungan dan iklim kerja yang sebaik-baiknya serta kepastian/ 
jaminan bagi pengusaha maupun karyawan tetap di PT. Kusumahadi Santosa.
7
  
Menurut Bapak Edi  Siswanto, selaku Bagian Kepala Seksi Personalia 
PT. Kusumahadi Santosa dalam proses perjanjian kerja antara karyawan 
dengan PT. Kusumahadi Santosa harus melalui prosedur yang telah ditentukan 
dari sebelum pelaksanaan perjanjian kerja, pelaksanaan perjanjian kerja 
hingga berakhirnya perjanjian kerja
8
.  
Adapun prosedur dalam pelaksanaan perjanjian kerja sebagai berikut;  
pertama: Pelaksanaan perjanjian kerja dengan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh karyawan  dalam hal penerimaan calon karyawan sesuai dengan 
kebutuhan, perusahaan dapat menerima pelamar menjadi calon karyawan 
melalui seleksi dengan persyaratan.  
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Kedua: Mengenai pengakatan karyawan: Sebelum dilaksanakan suatu 
perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan, bagi karyawan wajib 
memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan Jabatan, dalam 
hal karyawan yang belum memiliki kompetensi kerja maka perusahaan wajib 
melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan 
dilakukan.  
Ketiga: Jabatan dalam perusahaan: 1) Pada dasarnya penentuan, 
pengangkatan dan penurunanjabatan karyawan adalah wewenang perusahaan. 
2) Peninjauan keputusan jabatan akan dilakukan sekali dalam satu tahun 
kecuali promosi atau demosi. 3) Karyawan yang diberikan kepercayaan untuk 
menduduki suatu jabatan diberikan tunjangan jabatan yang pelaksanaanya 
akan diatur dalam ketentuan tersendiri. 4) Perusahaan akan memberikan 
kesempatan yang sama kepada karyawan untuk menduduki jabatan lebih 
tinggi karena prestasi dan kemampuanya. 5) Sebagai prasyarat tambahan 
Perusahan wajib memiliki dokumen-dokumen dari karyawan sebagai 
persyaratan untuk bekerja.  
Setelah semua syarat-syarat dan ketentuan sudah dipenuhi oleh PT. 
Kusumahadi Santosa  dengan Karyawan, maka para pihak membuat suatu 
perjanjian kerja. Dalam hal ini merupakan suatu perjanjian kerja antara 
karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa. Untuk pengurusan dokumen-
dokumen bagi para Calon karyawan akan dilaksanakan oleh PT. Kusumahadi 
Santosa.
9
 Dalam perjanjian kerja ini memuat isi perjanjian berupa : a) Tanggal 
perjanjian penempatan dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak. b) Identitas 
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para pihak, c) Klausul-klausul isi dalam perjanjian kerja Kedua belah Pihak 






Hak-Hak dan Kewajiban Masing-Masing Para Pihak dalam Perjanjian 
Kerja yang Dilakukan Ooleh Karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa 
d Karanganyar 
Menurut Bapak Edi  Siswanto, selaku Bagian Kepala Seksi Personalia 
PT. Kusumahadi Santosa di Karanganyar, hak dan kewajiban para pihak 
tertuang dalam peraturan perusahaan yang dapat dilaksanakan setelah para 
pihak saling sepakat dalam kontrak perjanjian kerja tersebut. Hak dan 
kewajiban tersebut antar kedua belah pihak saling timbal-balik dalam 
pemenuhan hal yang di perjanjikan yaitu antara pihak karyawan dan 
perusahaan.  
Adapun Isi dari perjanjian kerja adalah hak-hak dan kewajiban-
kewajiban para pihak sebagai berikut; Pertama, mengenai hak-hak para pihak  
dalam perjanjian kerja yaitu; 1) Hak bagi karyawan terhadap perusahaan 
sebagai berikut: a) Mendapat upah dalam pengajian atau pengupahan sesuai 
UMK yang berlaku di Karanganyar yakni calon karyawan sebagai Jabatan : 
Operator Mesin Produksi Gaji Basic: Rp. 1.226.000/bulan; b) Mendapat 
tunjangan-tunjangan antara lain, hari raya, pernikahan, kematian; c) Mendapat 
jaminan sosial dan kesejahteraan; d) Mendapat hari-hari libur: hari libur resmi 
atau istirahat mingguan dan cuti: cuti tahunan cuti sakit, cuti haid, istirahat 
hamil, gugur kandung, cuti kepentingan sosial atau ijin khusus tidak masuk 
kerja; d) mendapat pengakuan dan fasilitas organisasi pekerja: pengakuan 
terhadap Serikat Pekerja, Fasilitas terhadap Serikat Pekerja. 
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Hak bagi perusahaan terhadap karyawan sebagai berikut a) Berhak 
memberhentikan atau memutuskan hiubungan kerja kepada calon karyawan 
jika terjadi perubahan status kepemilikan perusahaan. b) Berhak memutuskan 
hubungan kerja jika dalam 2 tahun terakhir perusahaan mengalami kerugian. 
Atau sedang melakukan efisiensi. c) Bisa memutuskan hubungan kerja jika 
buruh tidak bekerja sesuai yang di perjanjikan. d) Berhak Menerima prestasi 
kerja dari karyawan. e) Berhak Mengawasi dan mengatur karyawan.  
f) Berhak Mutasi atau pemindahan jabatan atau tempat kerja terhadap 
karyawan.  
Kedua, untuk kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja tersebut 
terdiri dari kewajiban karyawan terhadap perusahaan dan kewajiban 
perusahaan terhadap karyawan. Kewajiban karyawan terhadap perusahaan 
meliputi; a) Sebelum  perjanjian kerja disepakati calon karyawan harus 
melalui prosedur atau persyaratan guna untuk dokumen perusahaan. b) Calon 
karyawan wajib mematuhi tata tertib perusahaan yaitu aturan keria dan tata 
tertib kerja sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja: c) Calon 
karyawan wajib melaksanakan pekerjan dengan disiplin kerja dan baik,  
d) Calon karyawan wajib menyelesaikan tempo kontrak yang telah disepakati 
para pihak, e) Calon karyawan wajib menjalankan tugas atau jabatan dengan 
penuh dedikasi, amanah dan tanggung jawab dalam setiap tugas yang 
diberikan oleh perusahaan. 
 Ketiga, Kewajiban perusahaan terhadap karyawan antara lain;  
a) Mendapatkan kewajiban pekerja atau karyawan yaitu menyelesaikan 
pekerjaan sampai jatuh tempo atau berhenti. b) Berhak Memberikan upah,  
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c) Memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan. d) Memberikan karyawan 
hari-hari Libur dan cuti. e) Memberikan pengakuan dan fasilitas organisasi 
pekerja: pengakuan terhadap serikat pekerja, fasilitas terhadap serikat pekerja, 
f) Mematuhi semua undang-undang mengenai perekrutan atau penerimaan 
calon karyawan. g) Memberikan gaji, overtime, elaun, cuti, peralatan kerja, 
bonus, dan kemudahan-kemudahan atau fasilitas kepada calon karyawan 
dengan kadar atau kiraan yang sesuai dengan yang tercantum didalam 
perjanjian kerja. h) Membayar gaji calon karyawan selambat-lambatnya 7 hari 
bulan pada bulan berikutnya; i) Menjamin calon karyawan mendapatkan 
penghasilan sekurang-kurangnya Rp. 1.226.000 perbulan. j) Memberikan hak-






Peraturan yang Berlaku di PT. Kusumahadi Santosa yang Harus 
Dilaksanakan oleh Karyawan 
Dalam terwujudnya perjanjian kerja sesuai dengan peraturan yang 
berlaku antara karyawan dan perusahan terdapat peraturan-peraturan yang 
mengatur, diberlaku di PT. Kusumahadi Santosa terhadap Karyawan, Yakni 
termuat dalam keputusan kepala dinas sosial, tenaga kerja dan trasmigrasi 
Kabupaten Karanganyar Nomor 560/111.4/PKP TAHUN 2011 sebagai 
berikut: a) Undang-undang Nomor 13 Tahun1950 tentang pembentukan 
daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi jawa tengah, b) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279; c) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 
tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terkhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 
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2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 12 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 
Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),  
c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 
48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan 
Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. 
Sementara ini dalam peraturan yang dibuat oleh perusahaan yang 
diberlakukan oleh PT. Kusumahadi Santosa terhadap karyawan adalah 
tertuang dalam buku Peraturan Perusahaan yaitu  “Perjanjian Kerja Bersama 
PT. Kusumahadi Santosa Dengan Spn. Kusumahadi Santosa”.  





Pertanggungjawaban Hukum Sesuai dengan Perjanjian Kerja Apabila 
Terjadi Kesalahan atau Pelanggaran yang Dilakukan oleh Salah Satu 
Pihak 
Pelanggaran dalam perjanjian kerja antara karyawan dengan PT. 
Kusumahadi Santosa, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Apabila 
karyawan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pekerja yakni 
melakukan pelanggaran seperti; pelanggaran disiplin kerja, membolos tanpa 
konfirmasi pada perusahaan berhari-hari, pencurian peralatan dalam 
perusahaan, atau peraturan yang telah diatur dalam kontrak perjanjian kerja di 
atas telah dilanggar oleh karyawan. Hal itu tentu mengakibatkan kerugian bagi 
perusahaan. 
Mengenai pelangaran yang dilakukan oleh karyawan maka PT. 
Kusumahadi Santosa melakukan upaya tanggung jawab hukum berupa 
pelanggaran wanprestasi untuk Karyawan tersebut  karena dalam perjanjian 
kerja antara Karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa menerangkan bahwa 
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apabila salah satu pihak melakukan suatu pelanggaran maka pihak yang 
merasa dirugikan akan melakukan ganti rugi.  
Dalam peraturan perundang-undangan Setiap Tenaga Kerja atau 
Karyawan dapat  diberikan sanksi administratif, Tenaga Kerja atau karyawan 
yang terkena sanksi tersebut telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam Kepmenaker ini, yaitu apabila: 1) Melanggar peraturan dalam 
perjanjian kerja; 2) Melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman 
pidana. 
Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran maka akan 
mengakibatkan suatu bentuk ganti rugi. Kerugian yang harus diganti meliputi 
kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, 
artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang 
diderita. 
 Ganti rugi yang dimaksud yaitu bentuk-bentuk dari sengketa yang 
ditimbulkan oleh pelanggaran perjanjian kerja antara pihak. Dalam hal ini 
tanggung yang harus dilaksanakan yaitu berbentuk pelunasan tagihan biaya 
dari pihak perusahaan. Kesalahan yang dilakukan perusahaan juga 
menimbulkan suatu akibat tanggung jawab hukum berupa ganti kerugian 
kepada calon karyawan. Apabila salah satu pihak tidak menerima dengan 
bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak maka akan 
diselesaikan dengan jalur hukum yaitu persidangan dan proses pembuktian 
yang dalam penentuan ganti kerugian tersebut akan dilaksanakan oleh putusan 
hakim.
10
 Perjanjian kerja yang dapat dimintakan ganti rugi seperti yang 
dijelaskan dalam Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa: 
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“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya 
jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau 
berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan 
membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh 
sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.” 
 
Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai berakhirnya perjanjian kerja 
karena salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu 
yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja, hal ini dapat dikatakan 
wanprestasi yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum yakni ganti rugi 
yang harus dibayar kepada pihak lainnya. 
Jadi dapat diterangkan bahwa apabila para pihak dalam perjanjian 
kerja antara karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa melakukan 
pelanggaran dalam perjanjian kerja maka salah satu pihak yang bersengketa 
akan melaksanakan suatu bentuk ganti rugi dari sengketa yang timbul tersebut. 
Hal ini diterangkan dalam pejanjian kerja pra perjanjian yang dilakukan oleh 
PT. Kusumahadi Santosa dengan Calon karyawan yaitu pada klausul 
perjanjian kerja pra penempatan yang menjelaskan tentang resiko dan 
tanggungan para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. 
Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Edi Siswanto selaku 
kepala seksi personalia PT. Kusumahadi Santosa terjadi suatu kesalahan yaitu 
adanya suatu kesalahan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai 
karyawan yang membolos kerja dan melakukan pencemaran nama perusahaan 
dengan dilakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum di perusahaan.  
Dalam hal ini merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum yang 
memenenuhi kriteria perbuatan melawan hukum yaitu tidak adanya asas 
kepatutan, kesusilaan dan ketertiban yang ada. Hal ini dapat bertentangan 
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dengan pasal Pasal 52 ayat 1 huruf d UU No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa (1) perjanjian kerja dibuat atas 
dasar pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku.” 
Tanggung jawab hukum yang dilaksanakan dalam pelanggaran 
perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengganti kerugian yang diatur 
dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan 
melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, 
mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian dan 
mengganti kerugian.” Tanggung jawab hukum ini dilaksanakan setelah 
melalui proses peradilan dan dengan ketentuan oleh hakim. 
Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan 
gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan 
melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis 
mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang 
mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan 
timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu 
perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian 
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Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
peneliti kemukakan terhadap implementasi perjanjian kerja antara karyawan 
dengan  PT. Kusumahadi Santosa di Karanganyar, serta berdasarkan hasi dan 
pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
Pertama, Perjanjian kerja tersebut merupakan suatu perjanjian kerja 
untuk bekerja bagi karyawan di PT. Kusumahadi Santosa, perjanjian ini 
dilaksanakan untuk merekrut Calon Karyawan untuk bekerja di PT. 
Kusumahadi Santosa. Perjanjian kerja yang disepakati oleh antara calon 
karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa merupakan suatu perjanjian baku. 
Kedua, Hak-hak dan kewajiban masing-masing para pihak dalam 
perjanjian kerja yang dilakukan oleh Karyawan dengan PT. Kusumahadi 
Santosa di Karangayar Hak dan kewajiban para pihak meliputi Hak bagi 
karyawan terhadap perusahaan dan Hak bagi perusahaan terhadap karyawan.  
Sedangkan kewajiban meliputi Kewajiban karyawan terhadap perusahaan dan 
Kewajiban perusahaan terhadap karyawan.  
Ketiga, Peraturan yang berlaku di PT. Kusumahadi Santosa yang harus 
dilaksanakan oleh karyawan. Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas 
dalam peraturan yang diberlakukan di PT. Kusumahadi Santosa terhadap 
karyawan mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) yakni 
termuat dalam keputusan kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi 
Kabupaten Karanganyar Nomor 560/111.4/PKP TAHUN 2011 Tentang 
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Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Pimpinan PT. Kusumahadi 
Santosa dengan PSP. Spn. PT. Kusumahadi Santosa.  
Keempat, Pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan yang 
dilakukan oleh salah satu pihak baik oleh karyawan ataupun PT. Kusumahadi 
Santosa di Karanganyar dalam Perjanjian Kerja, bahwa para pihak yaitu 
karyawan dan PT. Kusumahadi Santosa harus saling melakukan hak dan 
kewajiban secara timbal-balik sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian 
kerja tersebut dan karyawan harus mentaati peraturan yang berlaku. Apabila 
karyawan tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan maka 
karyawan tersebut harus diberikan sanksi perusahaan. Perusahaan atau  
PT. Kusumahadi Santosa tersebut apabila merasa dirugikan maka dapat 
mengajukan tuntutan hak ke pengadilan hubungan industrial.  
 
Saran 
Berdasarkan uraian simpulan di atas, maka penulis merekomendasikan 
berupa saran-saran sebagai berikut:  Pertama, ditujukan ke PT. Kusumahadi 
Santosa, Setiap perjanjian kerja yang dibuat oleh setiap orang atau lebih dalam 
pelaksanaan perjanjian ini tidak luput dari problematika. Permasalahan ini 
muncul karena adanya “Kesempatan”, serta kurangnya pemahaman. Maka 
dari itu masukan untuk PT. Kusumahadi Santosa di Karanganyar sebaiknya 
lebih menekankan pada pengawasan terhadap pelaksanaan kerja di lapangan. 
Kedua, tanggung jawab hukum antara para pihak dalam permasalahan 
perjanjian kerja antara karyawan dengan PT. Kusumahadi Santosa cara 
penyelesaian perselisiahan diharapkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan 
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